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ABSTRAK
Penclitian ini berjudul “Strategi Penerapan Pajak Elektronik (E-Tax) Olch Badan

Pendapatan Dacrah Kota Palembang”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan
E-Tax di kota Palembang sejak tahun 2018 belum adanya peningkatan bahkan terjadi
penolakan dari masyarakat. Fenomena ini berpotensi berimplikasi dengan tujuan E-
Tax dalam optimalisasi PAD. Fenomena tersebut mungkin terjadi karena kesadaran
masyarakat yang masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi
dalam pencrapan E-Tax di kota Palembang. Metode yang digunakan kualitatif. Teori
yang digunakan teori strategi dari (David, 2006) dengan 6 indikator. Pengembangan
budaya, struktur organisasi, usaha pemasaran, anggaran, sistem informasi dan
kompensasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Strategi Penerapan Pajak Elektronik
(E-Tax) Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah baik, namun ada
beberapa bagian yang harus dimaksimalkan lagi. Pendekatan kepada masyarakat
kurang menjadi penycbab kesadaran masyarakat kurang dan terjadinya penolakan.
Saran yang diberikan penulis dengan melakukan pendekatan lebih interaktif dan
intensif kepada wajib pajak dengan melakukan sosialisasi tersistem dan
memanfaatkan sistem informasi.

Kata Kunci: Strategi, E-Tax, Wajib Pajak, Bapenda
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Pendahuluan

Strategi lumrah dikenal dan dipahami sebagai satu kesatuan cara yang
digunakan individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi
menurut (David, 2006) sebagai tindakan-tindakan yang mempunyai potensi, dimana
dalam proses tindakan tersebut diperlukan keputusan pimpinan para manajer dan
semua sumber daya perusahaan untuk mendukung tindakan tersebut, hal ini
dikarenakan strategi sekumpulan cara organisasi/perusahaan dalam mencapai
tujuannya.

Strategi sederhanaya dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh
pimpinan berupa cara-cara, tindakan, dan mekanisme dalam pencapaian tujuan
secara maksimal. Pentingnya strategi dalam pencapaian tujuan organisasi atau
kelompok membuat strategi merupakan hal yang wajib bagi semua sektor. Sektor
swasta menerapkan strategi dalam pencapaian tujuan berupa kepuasan pelanggan
ataupun keuntungan perusahaan dengan prinsip money oriented. Disisi lain sektor
publik/pemerintah menggunakan strategi untuk menjalankan pemerintahan dalam
rangka utamanya mensejahterahkan rakyat di berbagai sektor, salah satunya di sektor
perpajakan.

Strategi pemungutan pajak yang tepat dan terselenggara dengan baik akan
membuat penerimaan pajak efektif dan optimal. Oleh karena itu sebagai upaya
optimalisasi penerimaan pajak setiap pemerintah wajib memiliki strategi. Dalam

penelitian (Baok dkk., 2020) menyebutkan strategi begitu penting, pentingnya peran
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strategi tergambar disaat strategi yang digunakan dalam rangka penerimaan pajak
meliputi sosialisasi, surat himbauan, agenda pekan bayar pajak, hingga melakukan
studi banding ditempat penelitiannya.

Negara mempunyai beberapa sumber dana dalam pembiayaan suatu negara,
pajak adalah salah satu sumber fundamental dalam pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan. Merujuk pada undang-undang (Republik Indonesia, 2007) Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat kita pahami bahwa pajak ada
partisipati masyarakat yang dikenal dengan wajib pajak ditujukan kepada negara
yang bersifat terhutang baik secara individu/badan usaha (wajib pajak), pajak
mempunya sifat yang memaksa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Modal pembiayaan utama bagi anggaran penerimaan dan belanja negara/daerah
(APBN/APBD) bersumber dari sektor perpajakan.

Indonesia sebagai negara kesaturan menganut sistem desentralisasi, dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut Indonesia memiliki pemerintah pusat dan
daerah dimana masing-masing telah diatur berdasarkan undang-undang hak dan
kewajibannya. Bentuk pelaksanaan desentralisasi dapat kita lihat dengan adanya
otonomi daerah. Diatur dalam undang-undang (Republik Indonesia, 2014) perihal
Pemerintahan Daerah pada pasal 1 diayat 6, pengertian Otonomi Daerah merupakan,
hak, wewenang, dan kewajiban daerah-daerah otonom untuk melakukan (mengatur)
urusan Pemerintahan dan kepentingan rakyat di daerahnya dalam tatanan negara
kesaturan republik Indonesia. Dalam konteks otonomi daerah diatur hak dan
kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahnnya, salah satunya

dalam pengeloaan pajak di daerah masing-masing.
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Definisi Pajak daerah dijelaskan oleh (Mardiasmo, 2011) bahwa pajak daerah
adalah partisipasi dari masyarakat yang bersifat wajib kepada daerahnya, pajak
daerah bersifat terutang baik secara individu/badan usaha, lebih lanjut dijelaskan
bahwa imbalan atas pajak daerah tidak dapat dirasakan langsung serta digunakan
sebagai modal pembiayaan APBD untuk kesejahteraan masyarakat. Secara eksplisit
dapat kita pahami bahwa pajak daerah merupakan pembayaran sejumlah uang oleh
rakyat sebagai wajib pajak yang ditujukan ke pemerintah daerah yang bersifat wajib.
Imbalan atas pembayaran pajak bersifa tidak langsung, iuran pajak tersebut
digunakan pemerintah di daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) untuk menjalankan pemerintahannya yang bertujuan untuk memberikan
pelayanan dan kemakmuran kepada masyarakatnya.

Menurut undang-undang pemerintah (Republik Indonesia, 2019) Pasal 1 yang
mengatur persoalan pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan definisis Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah. Salah satu cara untuk memperoleh APBD
adalah melalui penarikan pajak.. Menurut (Aragon, 2009), uang Yyang diterima
pemerintah daerah untuk membayar pengeluaran pemerintah terutama berasal dari
pajak daerah, retribusi daerah, dan uang yang disediakan oleh pemerintah federal.

Dalam rangka optimalisasi realisasi penerimaan pajak daerah, pemerintah
daerah akan menerapkan berbagai strategi untuk memastikan pungutan pajak optimal
dan memenuhi target. Strategi merupakan komponen yang penting yang digunakan
dalam pencapaian tujuan. Strategi yang baik dan terlaksana dengan tepat akan
membuat organisasi/instansi mendapatkan hasil yang maksimal. Setiap pemerintah

daerah akan mencari dan menetapkan strategi yang baik dalam optimalisasi
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pemungutan pajak, untuk melihat pelaksanaan strategi tersebut salah satunya oleh
pemerintah kota Palembang.

Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua dan terpadat di Indonesia
juga sebagai ibukota dari provinsi sumatera Sumatera Selatan, secara geografis kota
Palembang merupakan kota yang menjadi penghubung antar daerah dan provinsi di
pulau Sumatera. Sebagai ibukota provinsi kota Palembang merupakan kota yang
cukup padat dengan jumlah penduduk berdarkan data dari (Badan Pusat Statistik
Kota Palembang, 2021) terdata diangka 1.686.073 jiwa, sektor ekonomi yang
bergerak di masyarakat diantaranya pedagang, pegawai swasta dengan banyaknya
indsutri dan sebagian sebagai pegawai pemerintah.

Ibukota provinsi Sumatera Selatan ini menjadi tempat perkembangan
berbagai industri yang cukup signifikan. Dikarenakan SDA yang terbatas sumber
pendapatan asli daerah (PAD) dari kota Palembang mayoritas bertumpuh terhadap
pendapatan hasil pajak dan hasil retribusi daerah. Terbatasnya SDA, perkembangan
industri cukup baik, dan mobilitas sebagai ibukota provinsi yang cukup padat,
membuat sumber pendapatan utama daerah bergantung pada pajak dan retribusi.
Kontribusi pajak terhadap PAD kota Palembang tergambar pada perbandingan
APBD kota Palembang tahun 2022 sebesar Rp. 3,84 triliun dengan target PAD yang
berasal dari pajak mencapai 1,07 triliun. Data tersebut menggambarkan pentingnya
pajak daerah bagi pemerintah kota Palembang.

Perkembangan teknologi seiring dengan berlangsungnya era revolusi industri
yang sudah memasuki tahap 4.0 semakin pesat, sebagai salah satu kota besar di
Indonesia kota Palembang membuat kota Palembang harus mampu beradaptasi dan

memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi salah satunya
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dalam bentuk digitalisasi, dalam sektor perpajakan sebagai upaya pemungutan pajak
pemerintah kota Palembang menerapkan strategi yaitu memberlakukan pemungutan
pajak secara elektronik. Pemungutan pajak secara elektronik (E-Tax) merupakan
pemungutan pajak yang dilakukan secara digital dengan bantuan teknologi. Pungutan
pajak ini menyasar kepada wajib pajak yang dinilai siap dan dinilai pola usahanya
memungkinkan seperti restoran dan hotel.

E-Tax sesuai dengan salah satu langkah pemerintah dalam optimalisasi pajak
yaitu menurut Andreas dalam (Wicaksono, 2018) salah satunya melakukan reformasi
perpajakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan menciptakan inovasi yang
memudahkan pelaporan, pembayaran dan akses informasi. Strategi penerapanm E-
Tax diatur dalam keputusan Walikota Palembang (Kota Palembang, 2018) yang
mengatur tata cara tentang pembayaran dan pelaporan transaksi bagi usaha pajak
sektor hotel, pajak sektor restoran, pajak sektor hiburan dan pajak dari sektor parkir
melalui mekanisme Online. Dipasangnya alat E-Tax memiliki fungsi sebagai
Transaction Monitoring Device (TMD) untuk semua usaha yang terdapat di kota
Palembang. E-Tax dalam operasionalnya bekerja dengan cara melakukan perekaman
otomatis atas transaksi pembayaran di tempat E-Tax tersebut. Harapannya dengan
adanya penerapan E-Tax ini pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan maksimal.

Diterapkannya E-Tax dirancang untuk perusahaan besar seperti restoran,
hotel, dan tempat hiburan yang menghasilkan pendapatan bulanan Rp 10 juta atau
lebih. Pelaku usaha restoran dilarang mengikutsertakan pungutan Pajak Restoran
dalam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan kepada pelanggan atas pelayanan
yang diperolehnya apabila pendapatan per bulannya kurang dari Rpl0 juta.

Kekayaan kuliner kota Palembang seperti pempek mendorong masyarakat suka
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berjualan pempek hingga restoran makanan siap saji berkembang di kota Palembang.
Melihat potensi dua sektor tersebut peneliti akan melakukan analisis pada sektor

Hotel dan Restoran dibandingkan dengan sektor hiburan.

Mengenai E-Tax restoran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Kota
Palembang, 2010) Terkait Pajak Daerah Kota Palembang, cara pemungutan pajak
restoran melalui Bank Sumsel dan Bank Pembangunan Daerah Bangka Belitung
(Bank Sumsel Babel), serta dengan menerapkan sistem Electronic Tax (E-Tax) untuk
restoran yang terdaftar dengan menggunakan modul Tapping Box. Dalam Standard
Operating Procedure (SOP) BAPENDA Kota Palembang untuk pemungutan pajak
restoran, langkah-langkah tersebut dijadikan dasar cara pemungutan pajak restoran..

E-Tax sebagai bentuk digitalisasi perpajakan Indonesia, diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan pajak. Penerapan E-Tax di kota Palembang diharapkan
membantu pemerintah dalam upaya pemaksimalan penarikan pajak khususnya
kepada restoran dan hotel yang dilakukan secara Online. E-Tax memiliki peluang
yang cukup besar dalam rangka pengoptimalan penerimaan pajak. Hasil penelitian
(Nianty & Hidayah, 2020) menyebutkan bahwa E-Tax memudahkan wajib pajak
dalam upaya pembayaran pajak, memudahkan pemerintah mengoptimalkan
penerimaan pajak, serta berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Data target dan realisasi pemungutan sektor pajak dari kota Palembang dari
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Palembang tahun 2022 terhitung

dari tahun 2016 hingga 2021 sebagai berikut:
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Tahun Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase (%)
2016 526.086.498.866,50 536.552.681.049,38 101,84
2017 638.549.551.000,00 680.012.752,910,10 106,49
2018 748.685.000.000,00 721.012.771.615,00 96,30
2019 1.314.232.400.000,00 832.056.845.614,28 63,31
2020 1.190.000.000.000,00 787.923.892.941,00 66,21
2021 1.279.951.000.000,00 684.850.236.761,00 53,52

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Kota Palembang 2016-2021

Posisi tahun 2016 dan 2017 seperti pada tabel diatas realisasi pendapatan pajak di
kota Palembang cukup baik. Terlihat setiap tahunnya realisasi anggaran mencapai
lebih target atau diatas 100% sebelum diberlakukannya E-Tax pada hotel, restoran,
dan hiburan. Diberlakukannya E-Tax mulai tahun 2018 terlihat realisasi pendapatan
pajak yang menurun setiap, pada tahun 2018 kurang 4,70%. Sedangkan posisi tahun
2019 hingga 2021 realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan, realisasi target
penerimaan pajak tidak mampu menyentuh angka 70%. Masing-masing setiap
tahunnya dari 2019 hingga 2021 diangka 63,31%, 66,21% dan 53,52%. Realisasi
penerimaan pajak pada tahun 2019-2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan
sebelumnya, hal ini membuat persentase penerimaan pajak kota Palembang turun

drastis.

Penurunan realisasi pendapatan pajak ini berbanding terbalik dengan
peningkatan hotel di kota Palembang. Pada tabel berikut menampilkan jumlah hotel

di kota Palembang bersumber dari BPS Sumatera Selatan.



Tahun Jumlah Hotel
2016 31
2017 56
2018 27
2019 59
2020 48
2021 47

Tabel 2. Tabel Jumlah Hotel di Kota Palembang Tahun 2016-2021

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah hotel pada tahun 2016 sampai dengan tahun
2017 di Palembang adanya peningkatan sedangkan di tahun 2018 mengalami
penurunan, namun di tahun 2019 terjadi peningkatan kembali. Kemudian, pada tahun
2020 dan 2021 mengalami penurunan kembali masing-masing diangkat 48 dan 47
hotel. Dari sumser lain menurut di kutip Traveloka.com tentang jumlah hotel di kota
Palembang saat ini mencapai 331 hotel yang bisa di akses Online termasuk juga hotel
murah dan lainnya. Utamanya pada tahun 2019 pada saat jumlah hotel meningkat
namun penerimaan pajak yang menurun merupakan suatu penghambat dalam APBD

dikarenakan pendapatan yang tidak sesuai dengan potensi yang ada.

Pelaksanaan E-Tax di kota Palembang sejak tahun 2018 penerapan E-Tax
menggunakan 3 jenis alat, terdiri dari API, MPQOS, dan TMD. Ketiga alat tersebut
pada dasarnya memiliki fungsi yang sama yaitu merekam setiap transaksi yang
dilakukan oleh suatu badan usaha. Berikut data dari BAPENDA kota Palembang

mengenai jumlah alat E-Tax yang tersebar di kota Palembang pada 3 tahun terakhir:



No Jenis Alat 2020 2021 2022
1 API - 55 80
2 MPQOS 119 118 121
3 TMD 276 228 235

Jumlah 395 4001 436

Tabel 3. Jumlah Alat E-Tax Tahun 2020-2022

Jumlah persebaran alat E-Tax pada tabel 3 digunakan oleh berbagi pelaku usaha di
kota Palembang, dengan rincian data wajib pajak yang sudah dan belum

menggunakan E-Tax 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Keterangan 2020 2021 2022
Wajib Pajak Menggunakan 395 401 436
E-Tax

Wajib Pajak Belum 1202 657 956

Menggunakan E-Tax

Tabel 4. Data Wajib Pajak Yang Sudah Dan Belum Menggunakan E-Tax

Data jumlah alat E-Tax dan data wajib pajak yang sudah dan belum
menggunakan E-Tax tersebut diatas dapat kita lihat bahwasanya tidak terjadinya
kenaikan signfikan dalam hal penambahan wajib pajak yang menggunakan alat E-
Tax. Terhitung sejak tahun 2020 hingga 2022 hanya terjadi kenaikan penambahan
alat E-Tax sebanyak 41 alat saja. Disisi lain wajib pajak yang belum menggunakan
alat E-Tax disetiap tahunnya masih terhitung cukup tinggi. Penurunan terjadi pada
tahun 2021, namun indikasi penurunan bukan karena kenaikan penggunaan, serta
tahun 2022 mengalami kenaikan kembali. Rendahnya peningkatan penggunaan ini
dapat berdampak kepada lambatnya optimalisasi penerimaan PAD sektor perpajakan

di kota Palembang.
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Penerapan E-Tax pada restoran juga terdapat kendala, beberapa Kkali
mendapatkan penolakan dari asosiasi pengusaha restoran di kota Palembang. Dikutip
dari (Pratama, 2019) Kumparan.com diberitakan salah satu restoran bakso di kota
Palembang yaitu melakukan penolakan pemasangan E-Tax, petugas telah beberapa
kali memberikan pemberitahuan dan peringatan, namun tidak diindahkan. Akhirnya
bakso Granat mas Azis yang harus disegel KPK Line dikarenakan menolak untuk
dilakukan pemasangan alat E-Tax. (Danti, 2021) menyampaikan bahwa salah satu
kendala penerapan E-Tax ini di kota Palembang adalah banyaknya penolakan yang
dilakukan oleh wajib pajak, sehingga menjadi penghambat pemerintah dalam

optimalisasi PAD kota Palembang.

Hambatan-hambatan yang terjadi juga berasal dari pelaku usaha yang tidak
jujur. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala bidang pajak daerah
lainnya Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Palembang menyebutkan beberapa
kendala penerimaan pajak walaupun sudah dilakukan pemasangan E-Tax adalah
permasalahan kejujuran. Beliau menjelaskan bahwasanya alat E-Tax ini hanya
sebatas alat, kendalinya tetap tergantung kepada manusianya. Lebih lanjut dijelaskan
bahwa masih banyak wajib pajak restoran yang kurang jujur, alat yang sudah
disediakan tidak digunakan sebagaimana mestinya hingga memang pelaporan

penghasilan/omset yang tidak sesuai dengan realita (adanya manipulasi).

Dampak banyaknya penolakan dan permasalahan kejujuran yang dilakukan
oleh pelaku usaha restoran dapat menjadi penyebab realisasi pendapatan pajak pada
sektor restoran tidak optimal. Berikut persentase realisasi pendapatan pajak restoran

sebelum dan sesudah pemasangan E-Tax:
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Keterangan Tahun Target Realisasi
Sebelum 2015 50.000.000.000 57.718.132.607
Pemasangan E-Tax 2016 69.727.189.115 70.544.503.680

2017 79.000.000.000 79.348.336.478
Setelah Pemasangan 2018 87.450.000.000 03.348.646.681
E-Tax 2019 170.000.000.000 127.858.658.202
2020 115.000.000.000 99.397.898.215
2021 115.000.000.000 130.807.488.195

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Palembang 2016-2021

Sumber: Badan penerimaan pajak daerah Kota Palembang

Tabel 5. Menggambarkan realisasi hasil penarikan pajak dari sektor usaha restoran
setelah pemasangan E-Tax tigas tahun terakhir belum konsisten. Penerimaan pajak
restoran ditahun pertama mengalami kenaikkan, namun dua tahun selanjutnya
mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan.
Hal ini tentu menjadi persoalan dikarenakan penerapan E-Tax diharapkan
memberikan kemudahan wajib pajak dalam upaya detailisasi omset untuk
pembayaran pajak. Pengelola pajak dapat memantau dengan bantuan alat, dan
diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak setelah adanya E-Tax. Namun
nyatanya setelah diberlakukan E-Tax malah belum mampu memberikan kontribusi

maksimal pada realisasi penerimaan pajak sektor restoran sebagaimana diharapkan.

Permasalahan kejujuran pelaku usaha, penolakan masyarakat terhadap
pemasangan E-Tax pada restorannya. Mengindikasikan adanya permasalahan pada
penerapan E-Tax, mengingat sektor perpajakan merupakan sumber pembiayaan yang
penting bagi APBD permasalahan ini penting digali lebih dalam. Pentingnya
permasalahan ini membuat penulis berniat melakukan penelitian Strategi Penerapan

Pajak Elektronik (E-Tax) Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
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1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah
yang akan dilihat dan dianalisis pada penelitian kali ini yaitu “Bagaimana Strategi
Penerapan Pajak Elektronik (E-Tax) Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

Palembang?”.

1.3.Tujuan Dan Manfaat Peneltian

a. Tujuan Penelitian

Dibuatnya rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

mengetahui Bagaimana Strategi Penerapan Pajak Elektronik (E-Tax) Oleh Badan

Pendapatan Daerah Kota Palembang.

b. Manfaat Penelitian

Dua manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perkembangan
Jurusan Administrasi Publik dalam Manajemen Sektor Publik, khususnya
dalam konteks manajemen strategis, yang merupakan salah satu manfaat
teoritis kajian tersebut. Kedua, memberikan informasi dan keahlian kepada
mahasiswa agar dapat melakukan studi banding di masa mendatang.

2. Manfaat dari segi praktik: Diharapkan temuan penelitian ini akan
memberikan informasi lebih banyak kepada penulis sehingga dapat meneliti
dan menggunakan teknik secara akurat di masa mendatang. Untuk
memaksimalkan penerimaan pajak, Pemkot Palembang dapat menggunakan

contoh sebagai panduan dalam menerapkan strategi pajak elektronik (E-Tax).
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